
I{EPUTUSAITI XEPAIII XAI{TOR WILAYAH XEMEI{TERIAIT AGA.DIA
PROVIISI JAWA TIMUR

I{OMOR 218]. TAIIUI{ 2O2O
TENTAITG

PEMBERIAIT IZNT OPDRASIOITAI PEIIDIRIA.IT
RAUDHATT'T ATHFA! MITTTAIII'IVI{AJAH .'OSARI .IEfl S KABUPATTI{ POI{OROGO

PROVIIISI JAWA TIMUR

DEIIGAN RAIIMAT TUIIAIT YA1TG MAIIA ESA

KEPAI,A XAITTOR WILAYAII IIEUEITTERIAT{ AGAUA PROVETSI .'AWA TIMUR,

bahwa dalam rangka meniogkatl<an akses pendidikan
Raudhatul Athfal yang berEutu, perlu memberikan
kesempatan Basyaiakat melalui orgarfsasi berbadan hukum
untuk menyelenggarakan Raudhatul Atlfal sesuai dengan
standar nasional pendidikan;

bahwa Raudhatul Athfal sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan
admirristatif, teknis dan kelaya-kan yang telah ditetapkan
berdasaikar} Nota Dinas Per:timbangan dari Kepala Bidang

Menimbang : a.

b.

c.

: 1.

Nomor :

B-

Pendidikarr
20 /Kw.13.2.5/PP.OO l04/2O2O tangsat 20 April 2020 dan
Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama

Madrasall

Mengingat

Kabupaten Ponorogo Nomor:
727 /Kk.l3.2.2|PP.O3.l /4l2O2O tar.ssa116 April 2020;

bah\Ma berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
daLam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa
Timur tentang Izin Operasional Pendiiian Raudhatul Athfal
Miftahunnajah Josari Jetis Kabupaten Ponorogo Provinsi
Jawa Timur.

Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan I-€mbara]1 Negara
Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan
Dosen (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 157, TarTrba}larl kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4301);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Talun 2005 tent€ng
Standar Nasional Pendidikan (kmbaran Negaia Republil<
lndonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambaha[ kmbaran
Negara Republil< Indonesia Nomor 4496) Sebagaimana telal-l
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor
19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
71, Tambahan L€mbaran Negara Republil Indonesia Nomor
s410);

2.

3.



4.

5.

6.

2

Peraturan Pemeriltah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib
Belajar Pendidikan Dasar (Irmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan lrmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

Peraturan Pemerintai Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan {l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan l-embaian
Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Taiun 2008 tentang Guru
(Lembaran Nega.a Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
194, Taabahan l€mbaran Negara Republil< Indonesia Nomor
4941), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintai Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Peraturar Pemerintah Nomor 74 Tahun 2OO8;

7. Peraturan Pemeriltah Nomor 17 Taiun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahu4 2010 Nomor 23,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Talun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggataan Pendidikan ilrmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomoi 112,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
51s7);

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun
2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah
Dasar/Madrasai Ibtidaiyah, Sekol.ah Menengah
Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengall
Atas/Madrasah Aliyal;

9. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan
AgaEa Islam dan Bahasa Arab di Madrasatl;

10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun
2010 tentang Standar Pelayanan Mirlimat Pendidikan di
Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23
Taiun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturair Menteri
Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar
Pelayanan Mirrimal Pe[didikan di Kabupaten/Kota;

11. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam
pada Sekolai (Berita Negara RepubLik Indonesia Tahun 2012
Nomor 206) sebagaimana telal diubah dengan Peratu.an
Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Penga\ as Madrasah dan Pengawas Pendiditan Agama Islar
pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 684);



Menetapkan
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12. Peraturaa Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Madrasal, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun
2016 tentang Perubahan Kedua Atas peraturan Menteri
Agama Nomor 90 Tahun 2013 telrtaflg penyelenggaraan
Peodidikan Madrasah;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN I'EPAI-A KANTOR WIIAYAH KEMENTERIAN
AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAI PENDIRIAN
RAUDHATUL ATHFAI MIFTAHUNNAJAH JOSARI JETIS
KABUPATEN PONOROGO PRO\,'INSI JAWA TIMUR.

Memberikan izin operasional pendirian Raudhatul Atlfal
sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupal<an bagian
tidal< rerpisalrJ<an dari Kepurusan ini.

Bagi Raudhatul Atlfal setelai jangka waktu 4 (empat) ta]lun,
Kepala Raudhatul Athfa.l yang bersangkutan wqjib :

a. Menyampaikan laporan perkembangan Raudhatul Athlal
kepada Kepala Kantot Kementerian Agama yang memuat
paling sedikit perkembangan jumtah pesei'ta didik,
pelaksanaan kurilulum, pelaksa-naan pemenuha-n standat
sararla prasarana, darr pelal<sanaan pemenuhan standaJ
pendidik dan tenaga kependidikan; dan/ata.u

b. Mengajukaa pendaftaran visitasi akreditasi pAuD/Raudhatul
At}fal kepada BAP Paud dan pNF sesuai ketentuan peraturan
perundang undangan.

D_ alarn hal perkembangao Raudhatul Athfal sebagaimana
dimaksud dalam Diktum Kedua huruf a dinilai memenuhi
standar pelayaian m irnal penyelenggaraan pendidikan
dan/atau hasil aLeditasi sebagaimana dimal<su<l Dikium Kedua
huruf b mendapat peringkat mirfmal C, maka izin operasional
sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tetap berlaLu.

D_ alam hal perkembangal Raudhatul At]'fal sebagaimana
dirnal(sud dalam Diktum Kedua huruf a dinilai memenuhi
standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan
dan/atau hasil akreditasi sebagaimana di&aksud Diktum Kedua
huruf b tidal< mendapat peringkat minimal C, rnaka jzin
operasional sebeg,imara dimalsud dalam Diktum Kesatu
dicabut.

Keputusan ini mulai berlalu pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 02 Juni 2020

PAIA IGNTOR WII-{YAH
AGAMA
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JAWA TIMUR,
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LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPAIA (,ANTOR
WII,AYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 481 TAHUN 2O2O
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAI
PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAI
MIFTAHUNNAJAI] JOSARI JETIS
I'ABUPATEN PONOROGO PRO\,1NSI
JAWA TIMUR

IDENTITAS RAUDI{ATUL ATHFAI YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1 Nanta Raudhatul Atlfal RAUDHATUL ATHFAL MIFTAHUNNAJAH
JOSARI JETIS KABUPATEN PONOROGO

2 Nomor Statistik Madrasah 101231O202AO

3 Alamat Raudhatul Athfal JLN AHMAD KARSARI NO 21 JOSARI RT
02 RW 01

DESA JOSARI

KECAMATAN JETIS

KABUPATEN PONOROGO

PROVINSI .IAWA TIMI]R

4 Nama Orgardsasi Penyelenggata YAYASAT\ M I FTAHL N NAJAI-] JOSARI

5 Alde Notaris Organisasi

Penyelengga ra

NO.25, SEfiA BUDHI, SH

6 Pengesahan Akte Notaiis

Organisasi Penyelengga.a

AHU-0004897.AH,0 1.04. TAIIUN 2018 /
0.5 APRIL 20]A

XANTOR WII-AYAH
AGAMA

AWA TIMUR.




